
ffi
BUPATI BURU

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR 7g rAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS PERHUBUNOAN KABUPATEN BURU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun zot6 tentang perangkat

Daerah, yang mengatur kedudukan, susunan organisasi,
tugas dan fungsi, serta tata keq'a perangkat daerah, perlu
membentuk susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas
Perhubungan Kabupaten Buru;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati
tentang Pembentukan susunan organisasi dan Tata Kerja,
Dinas Perhubungan Kabupaten Buru;

Mengingat 1' undang-undang Nomor 46 Tahun tggg tentang
Pembentukan Propinsi Maluku utara, Kabupaten Buru
dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 174 Tahun Lggg,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3895) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang
Nomor 6 Tahun 2000 tentang perubahan atas undang-
undang Nomor 40 ?ahun Lggg tentang pembentukan

Propinsi Maluku utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten
Maluku Tenggara Barat {r,embaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2o0o Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

2. undang-undang Nomor s3 ?ahun 2oo4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Fusat dan
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun zaa4 Nomor 126, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aa38);

3. undang-undang Nomor L2 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan perundang-undangan 

{Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2ot1 Nomor gz,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 523a);

4. undang-undang Nomor 5 Tahun 2ol4 tentang Aparatur
sipil Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
201,4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor Saga\

5. undang-undang Nomor 23 Tahun zal4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor ssgT) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas undang-
undang Nomor 23 Tahun 2al4 tentang pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 201s
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor SGTS);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 1g rahun 2oL6 tentang
Perangkat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114).

7. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 1T Tahun 2016
tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah
Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru
Tahun 2OL6 Nomor 1Z);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PERHUBUNGAN KABUPATEN BURU.
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buru
2' Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi Kewenangan Daerah otonom;

3. Bupati adalah Bupati Buru;
4' Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DpRD adalah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru;
5. sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Kabupaten Buru;
6' Dinas Perhubungan ad.alah Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Buru;
7' Kepala Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten

Buru;

B. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis
penuqjang tertentu;

9' Kelompok jabatan pelaksana adalah sekelompok Aparatus Sipil Negara
yang beratanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan public serta
adrninistrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kery'a

Dinas Perhubungan Kabupaten Buru.

BAB III

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BURU

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

Dinas Perhubungan Kabupaten Buru adalah unsur pelaksana Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dipimpin oleh seorang kepala



yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab Kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

susunan organisasi Dinas perhubungan Kabupaten Buru

Pasal 4

U) susunan organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Buru tipe A terdiri
atas 4 (empat) Bidang dan 1 (satu) Sekretariat;

{2} sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1} terdiri atas 2 (dua} sub
bagian;

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak Z
(dua) seksi;

(4) Susunan organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah terdiri dari;
a. Kepala Dinas

b. Sekretariat Dinas Membawahkan;

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian perencanaan dan Keuangan;
c. Bidang perhubungan Darat membawahkan;

1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
2. seksi Angkutan sungai, Danau dan penyeberangan ASDp;

d. Bidang perhubungan Laut dan udara membawahkan;
1. seksi Manqjemen Kerautan dan Keseramatan perayaran 

;

2. Seksi Kebandar udaraan;
e. Bidang Pengendalian dan operasional membawahkan;

1' Seksi Pengaturan Pengendalian LaIu Lintas patroli dan
Pengawasan;

2' Seksi Keselamatan Lalu lintas, Pencegahan dan penanggulangan

Kecelakaan

BAB IV

TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN

Pasal 5

(1) Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas merumuskan kebijakan
teknis dan Operasional Dinas d"engan cara menjabarkan Kebijakan Bupati
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{1)

(2)

sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan serta
evaluasi program kegiatan.

t2) Dalam meraksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasar 3
ayat (1), Kepala Dinas perhubungan mempunyai fungsi :

a. Merumuskan rencana jangka panjang, menengah dan tahunan dinas
perhubungan;

b. Menyelenggarakan periiinan/rekomendasi dibidang perhubungan
sesuai kewenangan daerah;

c' Merumuskan kebijakan teknis sesuai petunjuk perundang-undangan
dibidang perhubungan sebagai pedoman dalam perencanaan dana
pelaksanaan progr;rrn kegiatan dinas perhubungan;

d' Merumuskan pedoman keq'a dan prosedur kerja di lingkungan dinas
Perhubungan;

e' Melakukan pengendalian Pembinaan, dan evaluasi program/kegiatan
yang terkait dengan urus€Ln perhubungan di Kabupaten;

f' Melakukan koordinasi dan konsultasi program dinas perhubungan
dengan instnasi terkait;

g' Meiakukan pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja bawahan
serta memberikan sangsi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;

h' Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-
waktu kepada atasan;

i. Memberikan penilaian terhadap staf daram rangka pembuatan sKp
setiap akhir tahun

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oreh atasan.

Sekretaris Dinas

Pasal 6

Sekretaris Dinas mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi,
kepegawaian, koordinasi dan pengendalian program, pelaporan, urusan
umum dan urusan keuangan.

Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. Mengkoordinir penyusunEm perumusan pedoman operasional kerja
sekretariat dinas sesuai arah dan sasaran yang telah ditetapkan
sebagai pedoman keda;

b. Mengkoordinasikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian dan
perencanaan serta administrasi keuangan;



c- Mengkoorinasikan penyusunan dan peraksanaan program/kegiatan
pada seluruh bidang untuk diteruskan kepada kepara dinas;

d' Memberi dan mengkoordinir pelayanan administrasi kepada Kepala
Dinas dan Bidang di lingkup Dinas perhubungan;

e' Mengatur dan mengendalikan urusan kepegawaian keuangan dan
perencarlaan;

f' Menyusun laporan pelaksanaan pengawasan melekat {waskat) dengan
cara mempelajari dan membuat telahaan pelaksalr.aan waskat sesuai
ketentuan yang berlaku;

g' Menyiapkan dan mengkoord"inasikan penyusunan laporan evaluasi
berkala dan tahunan dinas perhubungan;

h' Mengatur dan mendistribusikan tugas serta member petunjuk kepada
bawahan pada lingkup secretariat dinas perhubungan;

i' Memberikan penilaian terhadap stafnya dalam rangka pembuatan SKp
setiap akhir tahun;

j. Melaksanakan tugas rain yang diberikan oreh atasan.

Pasal 7

(u Kepala sub Bagian umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
melaksanakan dan menyelenggarakan urusan administrasi umum,
periengkapan dan kepegawaian.

{2) uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a' Menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian manqiemen dan
rekayasan lalu lintas;

b. Menyeleggarakan perayanan administrasi umum, kepegwaian,
periengkapan dan perpustakaan;

c. Menginventarisir pengadaan, mengelola dan memerihara serta
pengam€Lnan alat-alat perlengkapan dinas perhubungan;

d. Mengupulkan dan mengolah data yang berhubungan dengan urusan
kepegawaian berupa DUK, Bezz-ettng, Analisis Jabatan, Kenaikan
Pangkat, Kenaikan Berkala, Mutasi serta administrasi kepegawaian
lainnya;

e. Mengkoordinir kegiatan perayanan kerumah tanggaan dan
keprotokolan sesuai rencana kebutuhan dinas;

f" Mengatur penditribusian suat keluar dan surat masuk sesuai
permasalahannya agar peny€Lmpaian ketq'uan tepat waktu;



1.

Meminta arahan dan petunjuk tentang pelaksanaan program dan
kegiatan dari pimpinan;

Mengatur dan mendistribusikan tugas serta memberikan petunjuk
kepada bawahan pada sub bagian manajemen dan rekayasan ralu
lintas;

Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan raporan evaluasi,
berkala dan tahunan sub bagian;
Memberikan penilaian terhadap stafnya dalam rangka pembuatan sKp
setiap akhir tahun;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 8
Kepala sub Bagian perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas
melakukan koordinasi penyusunan rencana program/kegiatan serta
melaksanakan dan menyelenggarakan administrasi perencanaan dan
keuangan.

Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a' Menyusun rencana peraksanaan kegiatan sub bagian perencanaan
dan keuangan sebagai acuan pelaksanaan tugas;

b. Menyusun rencana ke{a dan anggaran badan;
c. Melaksanakan manajemen layanan urusan perencanaan dengan cara

mengkoordinasikan dan membina layanan urutan perencana.m di
lingkup badan sesuai juklak dan juknis;

d. Menyusun laporan berkala, tahunan dengan cara menghimpun data,
mempelajari, mangelola dan menganalisis laporan hasil pelaksanaan
program/kegiatan;

e. Melakukan urusan pengelolaan administrasi keuangan dinas;
f' Mengkoordinasikan pelaksanaan akuntansi dan menyiapkan laporan

keuangan dinas;

Menyusun DPA/DppA dinas perhubungan;
Mengkoordinasikan penyusunan RENSTRA, RENJA, LAKIP DAN LppD;
Membina dan memotifasi bawahan dara.m upaya peningkatan
produktifitas dan pengembanga.n karier;
Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan laporan evaluasi,
berkala dan tahunan sub bagian keuangan;

k. Menyampaikan laporan tentang perkembangan progra.m dan kegiatan
perencanaan dinas perhubungan;

6b.

h.

J.

k.

i1)

t2)

ob.

h.

i.

J.



j' Memberikan penilaian terhadap stafnya dalam rangka pembuatan sKp
setiap akhir tahun;

k' Melaksanakan tugas rain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 1O

{1) Kepala seksi Manqiemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas
melaksanakan dan menyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Laru
Lintas perhubungan.

{2} uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a' Menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian man4iemen dan

rekayasan lalu lintas;
b. Menyusun bahan manajemen dan rekayasa latu rintas di

jalan kabupaten;

c. Melaksanakan anarisis terhadap dampak ralu 1intas
perhubungan darat;

d' Menyusun dan menetapkan rencana umum jaringan transportasi jatan
kabupaten, jaringan trayek angkutan umum dan jaringan lalu lintas
angkutan barang;

e. Merumuskan penetapan rokasi terminal penumpang tipe c dan
terminal angkutan barang serta fasilitas keselamatan lalu lintas
angkutan jalan;

f' Merumuskan dan menyusun penetapan kelas jalan kabupaten;
g' Melaksanakan pengawasan dan pengendalian opersional terhadap

penggunaan jaran serain untuk kepentingan laru lintas;
h' Penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu,

marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas;
i' Penetapan lokasi pemasangan alat pengendali dan pengarnan pemakai

jalan serta fasilitas perlengkapan jalan iainnya;
j' Menetapkan wilayah operasi dan kebutuhan kenderaan untuk

angkutan taksilmobil rental yang wilayah pelayanannya dalam satu
kabupaten;

k. Meminta arahan dan petunjuk tentang pelaksanaan program dan
kegiatan dari pimpinan;

l' Memberikan penilaian terhadap stafnya dalam rangka pembuatan SKp
setiap akhir tahun;

m. Melaksanakan tugas rain yang diberikan oreh atasan.



Pasal 1 1

(u Kepala seksi Angkutan sungai, Danau dan penyeberangan 
{ASDP)

mempunyai tugas melaksanakan perlgawasan dan pengendalian kegiatan
pelayanan angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP)

(21 uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a' Menyusun rencana program dan kegiatan seksi lalu lintas angkutan

sungai danau dan penyeberangan {LLASDp};
b- Menyusun dan menetapkan rencana umum jaringan sungai dan

danau dalam kabupaten;

c' Menyusun dan menetapkan rencana umum lalu lintas penyeberangan
dalam kabupaten yang terretak pada jaringan jaran kabupaten;

d. Menetapkan izin lintas penyeberangan dalam kabupaten yang pada
jaringan jalan kabupaten;

e. Memberikan rekomendasi lokasi pelabuhan dan penyeberangan;
f' Menyusun bahan penetapan dan menyelenggarakan lokasi pelabuhan

sungai dan danau;

g' Memberikan rekomendasi perizinan pembuatan tempat penimbunan
kayu Logpon jaringan terapung d.an kerambah disungai dan danau;

h' Memetakan alur sungai kabupaten untuk kebutuhan transportasi;
i- Memberikan rekomendasi perizinan pembangunan, pemeliharaan,

pengerukan, alur sungai pelayaran kabupaten;
j' Menetapkan tarif angkutan sungai dan danau kelas ekonomi pada

lintas penyeberangan dalam kabupaten;
k. Memberikan persetujuan pengawasan, pengoperasian kapat untuk

lintas penyeberangan angkuatn sungai dan danau dalam kabupaten;
1. Menyiapkan bahan laporan dan evaluasi secara berkala;
m' Memberikan penilaian terhadap stafnya dalam rangka pembuatan SKp

setiap akhir tahun;

n. Melaksanakan tugas rain yang diberikan oreh atasan.

Bidang perhubungan Laut Dan Udara

Pasal 12

{u Kepala Bidang perhubungan Laut dan udara mempunyai tugas
melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan perhubungan Laut dan
Udara.

(21 uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) terdiri dari ;

L0



a. Merumuskan rencana program dan kegiatan bidang perhubungan raut
dan udara;

b' Melihat dan meninjau kapal, sebelum kapal diberikan izin angkutan;
c. Meneliti tantang kapal;

d' Melaksanakan pengendalian dan pengawasan kegiatan angkutan laut,
kepelabuhanan, penunjang keselamatan pelayaran dan penerbangan;

e' Merekomendasikan penerbitan izin usaha angkutan laut/angkutan
laut pelayaran rakyat bagi badan usaha dan orang perseorangan
dalam wilayah kabupaten;

f' Merekomendasikan penerbitan izin mendirikan bangunan tempat
pendaratan dan lepas landas helikopter;

g' Melakukan pengawasan dan pengendalian operasional angkutan laut
dan udara;

h' Melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan dipelabuhan lokal;
i. Merencanakan dan menetapkan lokasi pelabuhan lokal dan Bandar

udara;

j. Melaksanakan koord.inasi dengan instansi terkait dalam bidang
perhubungan laut;

k. Melaksanakan sosialisasi perangkat peraturan bidang perhubungan
laut dan udara;

1. Menyiapkan data evaluasi dan pelaporarl secara berkala;
m. Memberikan penilaian terhadap stafnya dalam rangka pembuatan SKp

setiap akhir tahun;

n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 13

{U Kepala Seksi Manajemen Kelautan dan Keselamatan pelayaran
mempunyai tugas melaksanakan dan menyelenggarakan manajemen
kelautan dan keselamatan pelayaran.

{21 uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {1) terdiri dari ;

a. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Manqiemen kelautan
dan keselamatan pelayaran;

b. Melaksanakan pengawasan, pellgendalian dan pendataan dermaga
serta kapal pelayaran lokal;

c. Melaksanakan pengawasan, sistim dan prosedur serta pembinaan
terhadap kapal-kapal pelayaran rakyat;

d. Menetapkan DLKR/DLKP pelabuhan lokal dan melaksanakan
koordinasi dengan Instansi terkait;
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e. Meminta arahan dan petunjuk tentang pelaksanaan program dan

kegiatan dari pimpinan;

f. Mendistribusikan tugas kepada bawahan dan memberi

petunj uk I ar ahan untuk kelancaran pelaksanaarlnya;

g. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan secara berkala;

h. Memberikan penilaian terhadap stafnya dalam rangka pembuatan SKP

setiap akhir Tahun;

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

Pasal L4

t3) Kepala Seksi Kepala Seksi Kebandar udaraan mempunyai tugas

melaksanakan dan menyelenggarakan urusan di bidang

kebandarudaraan dan keselamatan penerbangan.

{4} Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1} terdiri dari:

a. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Kebandarudaraan dan

Keselamatan Penerbangan ;

b. Menyusun bahan penerbitan inr, mendirikan bangunan tempat

pendaratan dan lepas landas helikopter;

c. Menyiapkan bahan rekomendasi perijinan bagi pengembangan

kawasan keselamatan penerbangan (KKOP) ;

d. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian keselamatan di kawasan

bandar udara;

e. Meminta arahan dan petunjuk tentang pelaksanaan program dan

kegiatan dari pimpinan;

f. Mendistribusikan tugas kepada bawahan dan memberi

petunjuk / arahar.t untuk kelancaran pelaksanaannya;

g. Melaksanakan pendataan dan frekuwensi tingkat kunjungan

penerbangan;

h. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan menyusun

laporan evaluasi secara berkala;

i. Memberikan penilaian terhadap stafnya dalam rangka pembuatan SKP

setiap akhir Tahun;

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

t2



Bidang Pengendalian Dan Operasional

Pasal 15

{U Kepala Bidang Pengendalian dan operasional mempunyai tugas

melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan dalam bidang

pengendalian dan operasional bidang perhubungan.

{21 Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1} terdiri dari;
j. Menyusun dan merumuskan rencana dan program/kegiatan bidang

pengendalian dan operasional;

k. Mengkoordinasikan penyediaan dan pengaturan perlengkapan
kegiatan pemerintahan dalam bidang pengendalian dan operasional;

l. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pelayanan publik bidang
pengendalian dan operasional;

m. Membuat standarisasi pelayanan pengelolaan data dan informasi
bidang pengendalian dan operasional;

n. Menyelenggarakan edukasi dan sosialisasi program keselamatan
transportasi perhubungan;

o. Mengadakan pengaturan dan pengendalian lalu lintas;
p. Melaksanakan penyidikan dan penegakan hukum di bidang

perhubungan;
q. Melakukan koordinasi dengan dinas terkait serta evaluasi dan

pelaporan;

r. Menyusun laporan dan evaluasi secara berkala;
s. Memberikan penilaian terhadap stafnya dalam rangka pembuatan

SKP setiap akhir Tahun;
t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

Pasal 16

(1) Kepala Seksi Pengaturan Pengendalian Lalu Lintas Patroli dan
Pengawasan mempunyai tugas melakukan pengendalian lalu lintas
patroli dan pengawalan.

{21 Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Melaksanakan pengaturan dan pengendalian lalu lintas di jalan dan

persimpangan;

b. Melakukan patroli dan pengawalan lalu lintas dan angkutan jalan;

c. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian operasional

penggunaan jalan;

d. Melaksanakan tugas jaga pada pos pengendalian lalu lintas;

e. Meminta arahan dan petunjuk tentang pelaksanaan program dan

kegiatan dari pimpinan;
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f. Mendistribusikan tugas kepada bawahan dan memberi
petunj uk/ arahan untuk kerancaran pelaksanaannya;

g. Menyusun laporan dan evaluasi secara berkala;
h. Memberikan penilaian terhadap stafnya dalam rangka pembuatan SKp

setiap akhir Tahun;

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

Pasal 17

{1) Kepala Seksi Keselamatan Lalu Lintas, Pencegahan dan penaggulangan

Kecelakaan melakukan tugas melaksanakan keselamatan lalu lintas,
pencegahan dan penanggulangan kecelakaan.

(2) uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan aturan dan

pengendalian tugas penyidik pegawai Negeri sipil { ppNS 
};

b. Menyiapkan bahan dan berkoordinasi serta melakukan pembinaan
dalam pengumpulan dan pengolahan data kecelakaan lalu lintas;

c. Penetapan daerah ra\Man kecelakaan lalu tintas;
d. Pelaksanaan analisis, penelitian, dan pelaporan kecelakaan laIu lintas;
e. Penyusunan program pencegahan dan penaggulangan kecelakaan;
f. Penyediaan bantuan SAR dibidang perhubungan darat, perhubungan

laut, dan perhubungan udara;
g. Melaksanakan penegakan hukum dan penyidikan dibidang

perhubungan darat, perhubungan laut, dan sarana pra$arana;

h. Melakukan tindakan hukuml disiplin terhadap penggunaan jalan
yang melanggar peraturan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;

i. Melaksanakan pemeriksaan kendaraatl dijalan;
j. Melaksanakan pengujian kendaraan bermotor;
k. Melakukan konsultasi dan pengendalian penyidikan yang dilakukan

oleh PPNS dibidang perhubungan darat, laut, dan udara;
1. Mendistribusikan tugas kepada bawahan dan memberi

petunjuk / ara}:ian untuk kelancaran pelaksanaannya;

m. Menyusun laporan dan evaluasi secara berkala;
n. Memberikan penilaian terhadap stafnya dalam rangka pembuatan SKp

setiap akhir Tahun;

o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
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BAB IV

TATA KERJA

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas perhubungan wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan
horizontal, baik didalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan
organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai
dengan tugas masing-masing.

Pasal 19

Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian dan Kepala
Seksi wqiib mengawasi bawahan masing-masing dan apabila tery'adi
penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai
dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 20

Kepala Dinas bertanggung jawab untuk memimpin dan
mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan
serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
sekretaris Dinas w4iib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk
serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas untuk menyampaikan
laporan pelaksanaan tugasnya.

Kepala Bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas untuk menyampaikan laporan
pelaksanaan tugasnya.

Kepala sub bagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk
serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas untuk menyampaikan
laporan tentang hasil pelaksanaan tugas tepat waktunya.
Kepala seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang untuk menyampaikan laporan
tentang hasil pelaksanaan tugas tepat waktunya.

BAB VI

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN ESELON

Pasal 21

Jenjang jabatan, kepangkatan dan eselon serta susun€Ln kepegawaian diatur
sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)

(3)

(41

{s}
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pasal 22

Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mengikuti
seleksi Pejabat tirgg, pratama sesuai ketentuan peraturan perundang-
Undangan yang berlaku.

sekretaris Dinas diangkat dari pegawai Negeri sipil yang memenuhi
syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kepala Bidang di angkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat
sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Kepala Sub bagian dan Kepala seksi diangkat dan diberhentikan oleh
Bupatl atas usul Sekretaris Daerah sesuai ketentuan perundang-
Undangan yang berlaku.

Pasal 23

{1) Kepala Dinas merupakan Jabatan struktural Eselon II.b.
t2) sekretaris Dinas merupakan Jabatan struktural Eselon III.a
(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan struktural Eselon III.b
{4) Kepala Sub bagia dabn Kepala Seksi merupakan Jabatan Struktural

Eselon IV.a

BAB VII

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 24

t2)

(3)

{4i

Bagan Susunan Organisasi Dinas
sebagaimana tercantum dalam lampiran
terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Perhubungan Kabupaten Buru
yang merupakan bagian yang tidak

Pasal 25

Dengan mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, maka peraturan Bupati Buru
Nomor 78 Tahun Zarc tentang Pembentukan Susunan organisasi dan Tata
Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Buru, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
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BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea

pada tanggal 11 November 2017

U,V

UMASUGI

Diundangkan di Narnlea

pada tanggal 11 Nover,nber 2Al7
I

/sBxnBTARIS DAERAH KABUPATEN BURU,2
Paraf Koordinasi

Kabag Organisasi I'
Kabag Hukum A

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2AL7 NOMOR

f /\^^1
/ 

AHMAD ASSAGAF
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